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Abstrak 

Penelitian ini sangat penting karena KPU memiliki 
peran sentral dalam menjaga integritas proses 
pelaksanaan pemilihan umum. Dengan memahami 
peran KPU yang memiliki tugas sebagai penataan 
regulasi, memiliki pengaruh pada proses 
berdermokrasi. Adapun tujuan dari penelitian ini 
adalah agar dapat memberikan wawasan yang 
mendalam tentang bagaimana kebijakan yang efektif 
dapat dihasilkan dan diterapkan. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode 
studi kasus. Penelitian ini juga merupakan metode 
penelitian yang digunakan untuk memahami 
fenomena kompleks dalam konteks nyata. Penelitian 
ini juga menggunakan teknik pengumpulan data 
yang akan di gunakan oleh peneliti, seperti Beberapa 
teknik pengumpulan data yang akan digunakan 
adalah: Pertama, Wawancara Mendalam. Kedua, 
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Observasi Partisipatif. Ketiga, Studi Dokumentasi. 
Dari hasil penelitian mengenai peran Komisi 
Pemilihan Umum (KPU) dalam penataan regulasi 
pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di 
Buton Tengah, dapat disimpulkan bahwa KPU 
memiliki peran yang sangat penting dalam 
memastikan proses pemilu berjalan dengan baik dan 
sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Melalui 
penyusunan regulasi yang responsif terhadap 
kebutuhan lokal, KPU berhasil menciptakan 
kerangka hukum yang mendukung pelaksanaan 
pemilu yang transparan, akuntabel dan 
meminimalisir praktik manipolitik. Peran Komisi 
Pemilihan Umum (KPU) dalam penataan regulasi 
pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah 
sangat penting untuk mewujudkan proses demokrasi 
yang transparan, adil, akuntabel dan memanimalisir 
terjadinya manipolitik. 
 

Kata Kunci 
Peran, Komisi Pemilihan Umum, Penataan Regulasi, Pemilihan 
Umum, Pemilihan Kepala Daerah. 
 

I. Pendahuluan 
 

Di Indonesia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah 

lembaga negara yang bertanggung jawab untuk 

menyelenggarakan pemilu (Riskia et al., 2024). Selain itu, 

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan pesta demokrasi yang 

dilakukan oleh sebuah negara (Indrayana, 2024). Komisi 

Pemilihan Umum (KPU) memainkan peran krusial dalam 

merancang dan mengatur proses pemilihan umum dan 
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pemilihan kepala daerah di Indonesia (Diazzaki & Mubarak, 

2024). Sebagai lembaga  negara  yang  bertanggung  jawab  atas 

penyelenggaraan pemilu, KPU memiliki tanggung jawab 

untuk menyelenggarakan pemilu yang  berkualitas  guna  

menyalurkan  hak  rakyat  dalam  menentukan  nasib  mereka  

dalam pemerintahan yang demokratis (Maulan & Adawiyah, 

2024). 

Selain menyusun regulasi, KPU juga berperan dalam 

mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pemilihan 

berdasarkan regulasi yang telah ditetapkan. Dalam 

menjalankan fungsi, peran hingga tanggung jawabnya KPU 

tentunya sangat membutuhkan kontribusi masyarakat yang 

turut andil dalam rencana-rencana KPU, puncaknya saat 

Pemilu dilakukan (Choirunnisa et al., 2024). Pengawasan ini 

melibatkan pemantauan terhadap pelaksanaan kampanye, 

integritas proses pemungutan suara, dan penanganan potensi 

pelanggaran. KPU harus mampu menanggapi dinamika sosial 

dan politik yang terus berubah, termasuk isu-isu yang muncul 

terkait transparansi dan akuntabilitas. Dengan melakukan 

evaluasi secara berkala, KPU dapat memperbaiki dan 

menyesuaikan regulasi untuk mengatasi masalah yang ada 

serta meningkatkan kualitas pemilihan. 

Berdasarkan beberapa tahun terakhir, Indonesia 

mengalami perubahan signifikan dalam sistem pemilihan 

umum dan pemilihan kepala daerah. Kontroversi terkait 

regulasi pemilihan, seperti dugaan kecurangan dan masalah 

transparansi, semakin sering muncul. Kecenderungan menuju 

keadaan darurat demokrasi terlihat dalam meningkatnya 

tuntutan masyarakat untuk reformasi regulasi guna 

memastikan pemilihan yang adil dan akuntabel. Situasi ini 

mengharuskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk 

beradaptasi dan berinovasi dalam penataan regulasi. 
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Penelitian ini sangat penting karena KPU memiliki peran 

sentral dalam menjaga integritas proses pemilihan. Dengan 

memahami peran KPU dalam penataan regulasi, penelitian ini 

dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang 

bagaimana kebijakan yang efektif dapat dihasilkan dan 

diterapkan. Hal ini juga berkontribusi pada upaya 

peningkatan partisipasi masyarakat dalam demokrasi. 

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas peran 

KPU, Menurut (Fadilah et al., 2024) Hasil Penelitian  

menunjukan  bahwa  partisipasi  pemilih  pemula  dalam  

Pemilu  2024  sangat  berpengaruh,  dan  bahkan partisipasi 

pemilih pemula akan meningkat disbanding pada tahun 2019, 

beberapa upaya telah dilakukan KPU untuk  meningkatkan  

partisipasi  pemilih  pemula  dalam  Pemilu  salah  satunya  

yaitu  dengan  adanya  pendidikan politik  dan  melakukan  

berbagai  sosialisasi  untuk  meningkatkan  kesadaran  pemilih  

pemula  dalam  pentingnya Pemilu. Disis lain peran KPU 

Menurut (Haqqu et al., 2024), KPU  Baubau  berhasil 

melampaui target nasional dalam penyelenggaraan Pemilu 

Serentak tahun 2024 dengan tingkat partisipasi sebesar   

80,36%. Dalam pelaksanaan sosialisasi dan   pendidikan   

pemilih KPU   Baubau memastikan komunikasi berjalan secara   

jelas   dan   efektif. KPU Baubau menjalankan peranannya 

menggunakan  berbagai  metode  sosialisasi  seperti  tatap  

muka  di  43  kecamatan bekerjasama  dengan  Badan  Ad  Hoc  

dan  melibatkan  berbagai pihak  seperti  Pemerintah Daerah,  

KesbangPol, Kelompok  Masyarakat Partai  Politik,  LSM  dan  

Lembaga  Pendidikan. 

Kesenjangan dalam penelitian ini terletak pada 

kurangnya fokus pada analisis sistematis tentang bagaimana 

KPU menanggapi dinamika sosial dan politik yang berubah. 

Penelitian ini akan menawarkan kebaruan dengan menyoroti 
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strategi KPU dalam menanggapi tantangan kontemporer serta 

dampaknya terhadap kearifan lokal dalam regulasi pemilihan. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

implikasi praktis bagi kebijakan KPU dan pemangku 

kepentingan lainnya. Dengan menganalisis peran KPU 

dalam penataan regulasi, hasil penelitian ini dapat 

digunakan untuk merekomendasikan langkah-langkah 

konkret dalam meningkatkan kualitas pemilihan umum dan 

pemilihan kepala daerah, serta memperkuat demokrasi di 

Indonesia. Maka dari itu penelitian ini mengkat judul “Peran 

KPU Dalam Penataan Regulasi Pemilihan Umum Dan 

Pemilihan Kepala Daerah”.  

 
 

II. Metode Penelitian 
 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

dengan metode studi kasus. Penelitian ini juga merupakan 

metode penelitian yang digunakan untuk memahami 

fenomena kompleks dalam konteks nyata (Saragih & 

Marpaung, 2024). Pendekatan ini dipilih untuk menggali 

secara mendalam peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) 

dalam penataan regulasi pemilihan umum dan pemilihan 

kepala daerah. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan 

teknik pengumpulan data yang akan di gunakan oleh peneliti, 

seperti Beberapa teknik pengumpulan data yang akan 

digunakan adalah: Pertama, Wawancara Mendalam: 

Mengumpulkan informasi dari anggota KPU dan pemangku 

kepentingan untuk memahami perspektif mereka tentang 

peran KPU dalam penataan regulasi. Kedua, Observasi 

Partisipatif: Mengamati proses dan kegiatan di KPU untuk 

melihat langsung bagaimana regulasi diterapkan. Dan Ketiga, 

Studi Dokumentasi: Menganalisis dokumen resmi, laporan, 
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dan kebijakan terkait regulasi pemilihan umum dan pemilihan 

kepala daerah. Dengan metodologi ini, diharapkan penelitian 

dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang peran 

KPU dalam penataan regulasi pemilihan umum dan 

pemilihan kepala daerah di Indonesia. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi 

kasus. Penelitian ini juga merupakan metode penelitian yang 

digunakan untuk memahami fenomena kompleks dalam 

konteks nyata (Saragih & Marpaung, 2024). Pendekatan ini 

dipilih untuk menggali secara mendalam peran Komisi 

Pemilihan Umum (KPU) dalam penataan regulasi pemilihan 

umum dan pemilihan kepala daerah. Selain itu, penelitian ini 

juga menggunakan teknik pengumpulan data yang akan di 

gunakan oleh peneliti, seperti Beberapa teknik pengumpulan 

data yang akan digunakan adalah: Pertama, Wawancara 

Mendalam: Mengumpulkan informasi dari anggota KPU dan 

pemangku kepentingan untuk memahami perspektif mereka 

tentang peran KPU dalam penataan regulasi. Kedua, Observasi 

Partisipatif: Mengamati proses dan kegiatan di KPU untuk 

melihat langsung bagaimana regulasi diterapkan. Dan Ketiga, 

Studi Dokumentasi: Menganalisis dokumen resmi, laporan, 

dan kebijakan terkait regulasi pemilihan umum dan pemilihan 

kepala daerah. Dengan metodologi ini, diharapkan penelitian 

dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang peran 

KPU dalam penataan regulasi pemilihan umum dan 

pemilihan kepala daerah di Indonesia. 

 
  



Vol. 2 No. 1 (2024): KNAPHTN (Desember)           469 

 

 

 
 

III. Pembahasan 
 

HASIL PENELITIAN 
 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komisi 

Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buton Tengah memiliki 

peran yang sangat penting dalam penataan regulasi pemilihan 

umum dan pemilihan kepala daerah di wilayah tersebut. KPU 

berfokus pada penyusunan dan penerapan regulasi yang 

sesuai dengan kebutuhan lokal, serta memastikan bahwa 

setiap tahapan pemilu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip 

demokrasi. Selanjutnya, penelitian menemukan bahwa KPU 

melakukan penataan regulasi melalui kolaborasi dengan 

berbagai pemangku kepentingan, termasuk partai politik, 

organisasi masyarakat sipil, dan akademisi. Dalam halini, 

KPU Kabupaten Buton Tengah juga melaksanakan proses 

sosialisasi yang intensif untuk meningkatkan pemahaman 

masyarakat mengenai regulasi pemilu. Melalui berbagai 

program edukasi, KPU berupaya untuk memastikan bahwa 

warga masyarakat, terutama pemilih pemula, memahami hak 

dan kewajiban mereka dalam proses pemilu. Kegiatan ini 

tidak hanya meningkatkan partisipasi masyarakat, tetapi juga 

memperkuat legitimasi pemilu di mata publik. Hal ini menjadi 

salah satu kunci dalam menciptakan pemilu yang 

berintegritas. 
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Gambar 1. 

Kriteria Menjadi Dewan 

 

Menjadi anggota dewan adalah sebuah posisi yang 

membawa kehormatan sekaligus tantangan besar. Tugas ini 

bukan hanya sekadar jabatan, tetapi juga memerlukan 

komitmen dan dedikasi yang tinggi. Para calon anggota 

dewan harus memenuhi berbagai kriteria dan syarat yang 

ditetapkan agar mereka dapat melaksanakan tanggung jawab 

tersebut dengan efektif. Disisi lain, proses untuk menjadi 

anggota dewan tidaklah mudah. Calon harus menunjukkan 

kemampuan untuk memahami isu-isu yang dihadapi 

masyarakat serta memiliki integritas yang tinggi. Selain itu, 

keterampilan komunikasi dan kepemimpinan juga sangat 

penting, karena mereka akan berperan sebagai wakil rakyat 

yang harus mampu menjembatani antara suara masyarakat 

dan kebijakan yang diambil di tingkat pemerintahan. Hal 

tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh informan yaitu 

Bapak Si A: 

 

“Menurut nya, terdapat beberapa syarat yang perlu 

dipenuhi untuk menjadi anggota dewan. Pertama, 

pendidikan menjadi salah satu kriteria penting. Calon 
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anggota dewan umumnya diharapkan memiliki latar 

belakang pendidikan minimal sarjana, yang 

memungkinkan mereka untuk memahami dan 

menangani berbagai isu yang kompleks dalam 

pemerintahan. Selanjutnya, pengalaman juga sangat 

berperan dalam kelayakan seorang calon. Bapak A 

menekankan bahwa pengalaman dalam organisasi, 

baik di tingkat lokal maupun nasional, dapat 

menunjukkan kemampuan calon dalam berinteraksi 

dengan masyarakat dan memahami kebutuhan 

mereka. Pengalaman di bidang politik atau 

pemerintahan juga menjadi nilai tambah yang 

signifikan. Selain pendidikan dan pengalaman, 

integritas adalah syarat yang tidak kalah penting. 

Calon anggota dewan harus memiliki reputasi yang 

baik dan sikap yang jujur, agar dapat dipercaya oleh 

masyarakat. Hal ini mencakup rekam jejak yang 

bersih dari kasus korupsi atau penyalahgunaan 

jabatan, sehingga dapat memberikan contoh yang 

baik bagi publik. Bapak A juga menambahkan bahwa 

kemampuan komunikasi yang baik sangat penting, 

karena anggota dewan perlu menyampaikan aspirasi 

masyarakat serta bernegosiasi dengan berbagai pihak. 

Keterampilan ini akan membantu mereka dalam 

menjalankan tugas dan mencapai tujuan legislatif 

yang diinginkan“ (Wawancara, 23 Oktober 2024). 

 

Disisi lain, Syarat integritas pribadi bagi calon anggota 

dewan mencakup beberapa aspek penting yang harus dimiliki 

untuk memastikan bahwa mereka dapat menjalankan 

tugasnya dengan baik dan mendapatkan kepercayaan 

masyarakat. Hal tersebut, seperti yang dikatakan oleh 

informan yaitu Bapak Si F: 
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“Menurutnya, ada beberapa syarat penting yang 

harus dipenuhi untuk menjadi anggota dewan. 

Pertama, pendidikan menjadi salah satu kriteria 

utama. Selain itu, Integritas adalah syarat lain yang 

tidak kalah penting. Calon anggota dewan harus 

memiliki reputasi yang baik dan sikap yang jujur, 

sehingga dapat dipercaya oleh masyarakat. Ini 

mencakup rekam jejak yang bersih dari tindakan 

korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan, yang 

penting untuk menjaga kepercayaan publik. Selain 

dari segi pendidikan,  kemampuan komunikasi yang 

baik sangat juga penting dalam peran sebagai anggota 

dewan. Mereka perlu mampu menyampaikan 

aspirasi masyarakat dan berdiskusi dengan berbagai 

pihak, baik dalam forum dewan maupun di luar. 

Keterampilan ini akan membantu mereka dalam 

menjalankan tugas dan mencapai tujuan legislatif 

yang diinginkan” (Wawancara, 23 Oktober 2024). 

 

Oleh karena itu, calon anggota dewan perlu 

mempersiapkan diri dengan baik, baik dari segi pengetahuan 

maupun pengalaman. Kesungguhan dalam menjalani proses 

ini akan sangat berpengaruh pada kemampuan mereka untuk 

menjalankan tugas dan memberikan kontribusi positif bagi 

masyarakat. Dengan memenuhi syarat-syarat ini, calon 

anggota dewan diharapkan dapat menjalankan tugasnya 

dengan baik dan memberikan kontribusi yang positif bagi 

masyarakat dan negara. 
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Gambar 2. 

Integritas Dalam Pilkada 

 

Melalui Pilkada, warga negara memiliki kesempatan 

untuk memilih pemimpin yang mereka anggap paling mampu 

dan sesuai dengan harapan mereka. Proses pemilihan ini 

bukan hanya sekadar formalitas, tetapi juga merupakan 

bagian penting dari partisipasi politik yang memungkinkan 

masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan 

yang memengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Selain itu, 

Integritas dalam penyelenggaraan Pilkada adalah kunci untuk 

menciptakan hasil yang sah dan dapat diterima oleh semua 

pihak. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah melalui 

pengawasan yang ketat oleh lembaga independen dan 

keterlibatan aktif masyarakat dalam memantau proses 

pemilihan. Dengan demikian, semua suara dapat dihargai dan 

setiap pemilih merasa aman untuk mengekspresikan 

pilihannya tanpa adanya tekanan. Hal tersebut, seperti yang 

dikatakan oleh informan yaitu Bapak Si G: 

 

“Menurutnya, untuk menilai seberapa besar 

integritas dalam pilkada di Buton Tengah terjaga dan 

apakah praktik manipulasi politik terjadi, perlu 

dilakukan analisis yang komprehensif terhadap 
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beberapa faktor kunci. Pertama, transparansi proses 

pemilihan menjadi salah satu indikator utama. Jika 

semua tahapan, mulai dari pendaftaran pemilih 

hingga penghitungan suara, dilakukan secara terbuka 

dan dapat diakses oleh masyarakat, ini akan 

meningkatkan kepercayaan publik terhadap 

integritas pilkada. Selanjutnya, keberadaan lembaga 

pengawas independen juga sangat penting. Bapak G 

menyebutkan bahwa keberadaan lembaga seperti 

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang aktif 

memantau jalannya pemilihan dapat membantu 

mengurangi potensi kecurangan. Jika laporan dari 

pengawas ini menunjukkan bahwa tidak ada 

pelanggaran signifikan, maka ini bisa menjadi 

indikasi bahwa integritas pilkada di Buton Tengah 

terjaga” (Wawancara, 23 Oktober 2024). 

 

Proses ini memberikan kesempatan bagi masyarakat 

untuk menyalurkan suara mereka dan menentukan arah 

kebijakan di daerah masing-masing. Keadilan dalam 

pelaksanaan Pilkada tidak hanya berarti memberikan hak 

suara kepada semua, tetapi juga memastikan bahwa semua 

calon memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan 

visi dan misi mereka. Ketika semua pihak diperlakukan secara 

adil, hasil pemilihan akan lebih diterima dan dihargai oleh 

masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan yang di sampaikan 

oleh informan yaitu Bapak Si S: 

 

“Menurutnya, untuk menilai seberapa besar 

integritas dalam pilkada terjaga dan praktik 

manipulasi politik yang tidak terjadi, perlu dilihat 

dari beberapa indikator. Pertama, data dari lembaga 

pengawas seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) 
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sangat penting. Jika laporan Bawaslu menunjukkan 

bahwa selama pelaksanaan pilkada tidak ada 

pelanggaran besar yang terdeteksi, itu bisa menjadi 

indikasi bahwa integritas proses pemilihan cukup 

baik. Selain itu, transparansi dalam proses pemilihan 

merupakan faktor kunci lainnya. Jika semua tahapan, 

mulai dari pendaftaran pemilih hingga penghitungan 

suara, dapat diakses dan dipantau oleh publik, maka 

kepercayaan masyarakat terhadap integritas pilkada 

akan meningkat. Bapak S menyoroti bahwa 

transparansi yang tinggi dapat mengurangi ruang 

bagi praktik manipulasi politik” (Wawancara, 23 

Oktober 2024). 

 

Oleh karena itu, meskipun Pilkada adalah kesempatan 

bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang dikehendaki 

mereka, tantangan terkait integritas dan keadilan harus 

dihadapi dengan serius. Hanya dengan memastikan proses 

yang bersih dan adil, kita dapat memperkuat fondasi 

demokrasi dan memastikan bahwa suara rakyat benar-benar 

didengar dan dihargai. 

 

 
Gambar 3. 

Meminimalisir Praktik Manipulasi Politik 
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Komisi Pemilihan Umum (KPU) memegang peranan 

yang sangat krusial dalam menjaga keadilan dan transparansi 

dalam setiap tahapan pemilihan umum. Sebagai lembaga yang 

bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu, KPU 

berkomitmen untuk menciptakan proses yang tidak hanya 

demokratis, tetapi juga dapat dipercaya oleh seluruh 

masyarakat. Dalam upaya ini, KPU menerapkan berbagai 

langkah strategis untuk memastikan bahwa setiap suara 

dihitung secara akurat dan tidak ada ruang bagi praktik 

manipulasi politik. Salah satu langkah yang diambil KPU 

adalah meningkatkan transparansi dalam proses pemilihan. 

Dengan menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses 

mengenai mekanisme pemungutan suara, pendaftaran 

pemilih, dan penghitungan suara, KPU berusaha untuk 

melibatkan masyarakat secara aktif. Ketika publik merasa 

memiliki akses terhadap informasi ini, mereka cenderung 

lebih percaya kepada proses yang berlangsung dan lebih siap 

untuk berpartisipasi dalam pengawasan. Hal tersebut sesuai 

dengan yang disampaikan oleh informan yaitu Bapak Si SH: 

 

“Menurutnya, KPU telah mengambil beberapa langkah 

konkret untuk mencegah terjadinya manipulasi dalam 

proses pemilihan. Pertama, peningkatan transparansi 

menjadi salah satu fokus utama. KPU menyediakan 

informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai seluruh 

tahapan pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih hingga 

penghitungan suara. Dengan cara ini, masyarakat dapat 

memantau proses secara langsung, sehingga mengurangi 

kemungkinan terjadinya praktik curang. Selain itu, Bapak 

Si SH menekankan pentingnya kolaborasi dengan lembaga 

pengawas. KPU bekerja sama dengan Badan Pengawas 

Pemilu (Bawaslu) dan organisasi masyarakat sipil untuk 
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melakukan pemantauan independen. Kehadiran pihak 

ketiga yang berfungsi sebagai pengawas dapat membantu 

mendeteksi potensi pelanggaran dan memberikan laporan 

yang objektif. Hal ini menjadi langkah penting dalam 

menjaga integritas pemilu” (Wawancara, 23 Oktober 2024). 

 

KPU juga berupaya untuk meningkatkan kapasitas 

sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan bagi 

petugas pemilu. Dengan memberikan pengetahuan yang 

memadai tentang etika dan prosedur pemungutan suara, 

diharapkan petugas dapat melaksanakan tugasnya dengan 

baik dan mengurangi kemungkinan terjadinya 

penyimpangan. Dengan langkah-langkah ini, KPU 

menunjukkan komitmennya untuk menciptakan pemilihan 

umum yang bersih dan kredibel. Disisi lain, seperti yang 

dikatakan oleh informan yaitu Bapak Si LF: 

 

“Menurutnya, KPU juga aktif dalam melakukan 

pelatihan bagi petugas pemilu. Dengan 

memberikan pendidikan yang memadai tentang 

etika dan prosedur pemungutan suara, diharapkan 

petugas dapat menjalankan tugasnya dengan lebih 

baik. Pelatihan ini juga mencakup cara melaporkan 

pelanggaran yang mungkin terjadi, sehingga jika 

ada indikasi manipulasi, tindakan cepat dapat 

diambil. Untuk lebih meminimalisir praktik 

manipulasi politik, Bapak Si LF merekomendasikan 

agar KPU terus melakukan sosialisasi kepada 

masyarakat. Masyarakat perlu diberdayakan agar 

mereka memahami hak-hak mereka sebagai pemilih 

dan pentingnya pengawasan dalam proses pemilu. 

Ketika masyarakat aktif terlibat, mereka dapat 

menjadi garda terdepan dalam mendeteksi dan 
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melaporkan kecurangan” (Wawancara, 23 Oktober 

2024). 

 

Dengan demikian, melalui berbagai upaya yang 

dilakukan, KPU berusaha menciptakan lingkungan di mana 

praktik manipulasi politik dapat diminimalkan. Keberhasilan 

dalam menjaga integritas pemilu tidak hanya bergantung 

pada KPU semata, tetapi juga memerlukan dukungan aktif 

dari masyarakat untuk memastikan bahwa setiap proses 

berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi yang seharusnya. 

 

 

 
Gambar 4. 

Integritas Pemilihan Umum 

 

Dalam upaya menjaga integritas pemilihan umum, 

evaluasi terhadap efektivitas regulasi yang ada menjadi sangat 

penting. Regulasi yang dirancang untuk mencegah praktik 

manipulasi politik harus mampu menjawab tantangan yang 

ada di lapangan dan beradaptasi dengan dinamika sosial serta 

politik yang terus berkembang.  Regulasi pemilihan yang jelas 

dan terperinci adalah langkah awal untuk mencegah 

manipulasi. Hal ini mencakup aturan mengenai pendaftaran 

pemilih, kampanye, serta mekanisme pemungutan dan 

penghitungan suara. Evaluasi terhadap seberapa baik aturan 
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ini dipahami dan dipatuhi oleh semua pihak, termasuk partai 

politik dan calon, sangat penting untuk menilai efektivitasnya. 

Regulasi semestinya harus dapat beradaptasi dengan 

perubahan yang terjadi dalam praktik politik dan teknologi. 

Evaluasi terus-menerus terhadap regulasi yang ada, serta 

masukan dari berbagai pemangku kepentingan, dapat 

membantu dalam memperbaiki dan memperbaharui aturan 

yang ada. Regulasi yang responsif terhadap dinamika baru 

akan lebih efektif dalam mencegah praktik manipulasi. Hal 

tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh informan yaitu 

Bapak Si M: 

 

“Menurutnya, ada beberapa langkah konkret yang 

diambil dalam penataan regulasi pemilihan untuk 

meminimalisir praktik manipulasi politik. Pertama, 

revisi regulasi yang ada menjadi langkah awal yang 

penting. KPU dan lembaga terkait secara berkala 

melakukan evaluasi terhadap regulasi pemilihan 

yang sebelumnya ada untuk mengidentifikasi celah 

yang dapat dimanfaatkan untuk manipulasi. Dengan 

melakukan revisi yang berbasis pada pengalaman 

pemilu sebelumnya, regulasi dapat diperkuat untuk 

mencegah praktik curang”(Wawancara, 24 Oktober 

2024). 

 

Selain itu, dengan melakukan evaluasi yang 

menyeluruh terhadap regulasi yang ada, kita dapat 

mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan memastikan 

bahwa langkah-langkah yang diambil untuk menjaga 

integritas pemilihan umum benar-benar efektif dalam 

mencegah manipulasi politik. Keberhasilan dalam 

menciptakan pemilu yang adil dan transparan sangat 

bergantung pada seberapa baik regulasi ini dapat diterapkan 
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dan diawasi. Selaras dengan yang di sampaiakn oleh Bapak Si 

M.  Seperti yang dikatakan oleh informan yaitu Bapak Si LO: 

 

“Menurutnya, menekankan pentingnya peningkatan 

transparansi dalam proses pemilihan. Hal ini 

mencakup penyediaan informasi yang jelas dan 

mudah diakses oleh publik mengenai seluruh 

tahapan pemilihan, mulai dari pendaftaran pemilih 

hingga penghitungan suara. Dengan meningkatkan 

transparansi, masyarakat dapat lebih mudah 

mengawasi proses pemilu dan melaporkan apabila 

ada indikasi kecurangan. Selanjutnya, Bapak Si LO 

mengungkapkan bahwa penguatan peran lembaga 

pengawas juga menjadi langkah yang krusial. 

Bawaslu dan lembaga pengawas lainnya 

diberdayakan untuk melakukan pemantauan yang 

lebih ketat terhadap pelaksanaan pemilu. Dengan 

adanya pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi 

pengawas, diharapkan mereka dapat mendeteksi dan 

menindaklanjuti pelanggaran dengan lebih 

efektif”(Wawancara, 24 Oktober 2024). 

 

Dari hasil penelitian mengenai peran Komisi Pemilihan 

Umum (KPU) dalam penataan regulasi pemilihan umum dan 

pemilihan kepala daerah di Buton Tengah, maka dapat 

disimpulkan bahwa KPU memiliki peran yang sangat penting 

dalam memastikan proses pemilu berjalan dengan baik dan 

sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Melalui 

penyusunan regulasi yang responsif terhadap kebutuhan 

lokal, KPU berhasil menciptakan kerangka hukum yang 

mendukung pelaksanaan pemilu yang transparan, akuntabel 

dan meminimalisir praktik manipolitik. 
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Pengertian Peran KPU 
 

Pemilihan  umum  adalah  salah  satu  cara  untuk  memilih  
wakil-wakil  rakyat yang sekaligus merupakan perwujudan 
dari negara demokrasi atau suatu cara untuk menyalurkan  
aspirasi  atau  kehendak  rakyat (Pratyahara et al., 2024). selain 
itu, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 
Pemilihan    Umum    telah    mengatur    secara komprehensif 
mengenai penyelenggaraan Pemilu   di   Indonesia.   Regulasi   
ini   menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan Pemilu yang 
demokratis, jujur, adil, dan berkualitas (Runtunuwu & 
Barakati, 2024). Dengan fungsi ini, KPU berperan sebagai 
jembatan antara pemerintah, partai politik, dan masyarakat, 
memastikan bahwa setiap suara warga negara dihitung dan 
diperhitungkan. 

Salah satu aspek penting dari peran KPU adalah 
penataan regulasi pemilihan umum. Peraturan   KPU   Nomor   
3   Tahun   2022   tentang   tahapan   dan   jadwal   pemilu   2024 
dilaksanakan  oleh  KPU.  Pemilu  dapat  dipilih  oleh  setiap  
Warga  Negara  Indonesia  (WNI) yang pada hari pemungutan 
suara telah genap berusia 17 tahun atau sudah atau pernah 
menikah (Firdaus & Sebyar, 2024). Selain itu, KPU bertugas 
untuk merumuskan dan menetapkan peraturan yang 
mengatur mekanisme pemilu, termasuk tata cara pendaftaran 
pemilih, pengaturan kampanye, dan penghitungan suara. 
Regulasi ini harus disusun dengan mempertimbangkan 
prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas. 
Dengan adanya regulasi yang jelas dan komprehensif, KPU 
dapat mengurangi potensi sengketa dan konflik yang sering 
terjadi dalam proses pemilu. Proses ini melibatkan berbagai 
pihak, termasuk partai politik, kandidat, dan tentu saja, 
pemilih (Zulhidayat et al., 2024). 
Dengan demikian, peran KPU sangat vital dalam menjaga 
integritas dan kualitas demokrasi di Indonesia. Melalui 
penataan regulasi yang baik, edukasi masyarakat, dan 
pelaksanaan pemilu yang transparan, KPU berkontribusi pada 
terciptanya sistem pemilihan yang adil dan akuntabel. Untuk 
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itu, dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan 
masyarakat, sangat diperlukan agar KPU dapat menjalankan 
tugasnya secara optimal dan efektif. 
 
Pemilihan Umum  

Pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan 
kedaulatan rakyat dan menegakan suatu tatanan politik yang 
demokratis (Alfiyah et al., 2024). Selain itu, Pemilihan  Umum  
(Pemilu)  2024  di  Indonesia  merupakan  salah  satu peristiwa  
politik  paling  signifikan  dalam  sejarah negara  ini.  Pemilu  
ini  tidak hanya menentukan arah kebijakan nasional selama 
lima tahun ke depan, tetapi juga  mencerminkan  
perkembangan  dan  dinamika  demokrasi  di  Indonesia 
(Cahyad & Wiradirja, 2024). Dalam  Undang  Undang  RI  No.  
12 tahun  2003  tentang   pemilu  anggota  DPR,  DPP  dan  
DPRD  pasal  1  berbunyi “Pemilihan umum yang selanjutnya 
disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat dalam  
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  berdasarkan  
Pancasila  dan Undang-Undang Dasar 1945 (Pratyahara et al., 
2024).  

Salah satu aspek krusial dari pemilu adalah prinsip 
keadilan dan transparansi. Setiap pemilih memiliki hak yang 
sama untuk memberikan suaranya, tanpa adanya 
diskriminasi. Pemilu memiliki peran yang sangat penting 
sebagai fondasi demokrasi yang kuat. Pemilu merupakan  
salah  satu  mekanisme  utama  dimana  rakyat  dapat  secara  
langsung  atau  melalui perwakilan mereka untuk memilih 
para pemimpin dan wakil-wakil mereka (Cornelia et al., 2024). 
Regulasi yang jelas dan terstruktur sangat diperlukan untuk 
memastikan bahwa setiap tahapan pemilu mulai dari 
pendaftaran pemilih, kampanye, hingga penghitungan suara 
dilaksanakan dengan adil. Komisi Pemilihan  Umum  (KPU)  
memiliki  tanggung  jawab  besar  untuk  memastikan  bahwa 
seluruh  proses  Pilkada  berjalan  sesuai  dengan  ketentuan  
perundang-undangan  yang berlaku (Djafar et al., 2024). 
Partisipasi masyarakat dalam pemilu juga sangat penting. 
Tingginya tingkat partisipasi pemilih mencerminkan 
kesadaran politik dan kepedulian masyarakat terhadap isu-isu 
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publik. Upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih, 
terutama di kalangan pemilih muda dan kelompok marginal, 
harus menjadi fokus utama. Selain itu, upaya dalam  
meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dan  mendorong  
partai  politik  untuk mengambil kendali (Maharani & 
Mandira, 2024). Melalui edukasi pemilih dan kampanye 
sosialisasi, KPU dan berbagai organisasi masyarakat sipil 
dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam proses 
pemilu. Dalam  pemilihan umum (Pemilu) salah satu 
aspekpenting dalam proses demokrasi  sebuah  negara 
(Pradesa, 2024). 

Oleh karena itu, penting untuk terus memperbaiki dan 
memperkuat sistem pemilihan umum agar dapat memenuhi 
harapan masyarakat dan mendukung terciptanya 
pemerintahan yang demokratis. 
 
Pemilihan Kepala Daerah 

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah 
satu aspek penting dalam sistem demokrasi di Indonesia. 
Selain itu, Pemilihan Umum (Pemilu) adalah salah satu pilar 
penting dari demokrasi, tetapi tidak cukup  hanya  dengan  
adanya  pemilu  untuk  membuktikan  bahwa  suatu  bangsa  
demokratis (Zamhasari, 2024). Proses ini memungkinkan 
masyarakat untuk memilih pemimpin daerahnya secara 
langsung, yang diharapkan dapat membawa perubahan dan 
kemajuan bagi daerah tersebut. Melalui Pilkada, warga negara 
memiliki hak untuk memberikan suara dan berpartisipasi 
dalam menentukan arah kebijakan publik yang akan diambil 
oleh pemerintah daerah. Dalam  pemilihan  kepala  daerah  
ialah  salah  satu  pilar  demokrasi  di  Indonesia yang  diatur  
dalam Pasal  18  ayat  (4)  UUD  1945 (Aminwara et al., 2024). 
Hal ini mencerminkan prinsip demokrasi yang menekankan 
pentingnya partisipasi rakyat dalam pemerintahan. 
Berdasarkan salah satu tujuan utama dari Pilkada adalah 
untuk memastikan akuntabilitas pemimpin daerah. Pemilihan 
kepala daerah (Pilkada) juga berperan dalam meningkatkan 
pendidikan politik di tingkat lokal serta membentuk 
pemerintahan lokal yang efektif (local good governance) (Safitry 
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& Rahmatullah, 2024). Dengan adanya pemilihan tersebut, 
kepala daerah dituntut untuk lebih responsif terhadap 
kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Fenomena   calon   
tunggal   dalam   pemilihan   kepala   daerah   (pilkada)   ini   
merupakan sebuah anomali dalam sistem demokrasi di 
Indonesia, sehingga dalam prakteknya calon  tunggal  dalam  
pilkada  memerlukan  pengaturan  yang  komprehensif 
(Febriansah, 2024). Pilkada menjadi mekanisme penting untuk 
mendorong transparansi dan integritas dalam pemerintahan 
daerah. 

Oleh kerena itu, Pemilihan Kepala Daerah merupakan 
proses yang krusial dalam memperkuat demokrasi di 
Indonesia. Meskipun terdapat berbagai tantangan yang harus 
dihadapi, partisipasi aktif masyarakat dan penggunaan 
teknologi yang tepat dapat meningkatkan kualitas Pilkada. 
Dengan pemimpin yang dipilih secara langsung oleh rakyat, 
diharapkan akan lahir kebijakan yang lebih relevan dan sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat di daerah masing-masing. 
 
Penataan Regulasi Pemilihan Umum Dan Pemilihan Kepala 
Daerah 

Penataan regulasi pemilihan umum dan pemilihan 
kepala daerah (Pilkada) memiliki peranan yang sangat 
penting dalam memperkuat sistem demokrasi di Indonesia.  
Di  Indonesia  sendiri  pemilu  merupakan  sebuah  hajat  besar  
pesta  demokrasi  yang diagendakan  setiap  5  (lima)  tahun  
sekali (Andriani et al., 2024). Regulasi yang jelas dan 
terstruktur dapat memastikan bahwa proses pemilihan 
berlangsung secara transparan, adil, dan akuntabel. Selain itu, 
secara demokratis yang menas bahwa pemilu dilakukan 
langsung oleh rakyat dan wakil. Baik pemilihan umum 
maupun pemilihan kepala daerah akan berjalan efektif apabila 
dilaksanakan dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, 
jujur dan adil (Hindiawati, 2024). Dalam konteks ini, penting 
bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk terus melakukan 
evaluasi dan revisi terhadap undang-undang yang mengatur 
pemilihan, agar dapat mengakomodasi perubahan yang 
terjadi dalam masyarakat dan dinamika politik. 
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Salah satu aspek krusial dalam penataan regulasi adalah 
penyederhanaan prosedur pemilihan (Prahasti et al., 2024). 
Proses yang rumit seringkali menimbulkan kebingungan di 
kalangan pemilih dan dapat berpotensi menurunkan 
partisipasi masyarakat. Dengan merampingkan prosedur, 
serta menyediakan informasi yang mudah diakses, 
diharapkan masyarakat dapat lebih memahami hak dan 
kewajiban mereka sebagai pemilih. Hal ini juga mencakup 
peningkatan pendidikan politik untuk mendukung pemilih 
dalam membuat keputusan yang lebih baik. Partisipasi ini 
meningkatkan kepercayaan terhadap proses demokrasi dan 
membangun pemerintahan yang lebih transparan dan 
akuntabel (Womsiwor et al., 2024). Selain itu, penegakan 
hukum yang tegas terhadap pelanggaran dalam pemilihan 
juga menjadi bagian penting dari penataan regulasi. Kasus-
kasus praktik politik uang, kampanye hitam, dan penyebaran 
informasi palsu seringkali merusak integritas proses 
pemilihan. Perlu adanya sanksi yang jelas dan tegas bagi 
pelanggar regulasi, yang dapat memberikan efek jera. 
Lembaga pengawas independen juga perlu diperkuat untuk 
memastikan bahwa semua pihak mematuhi aturan yang telah 
ditetapkan (Fadhilah, 2024). 

Oleh karena itu, penataan regulasi pemilihan umum dan 
Pilkada harus dilakukan secara berkelanjutan untuk 
menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan 
dinamika sosial. Penggunaan teknologi informasi dalam 
pemilihan, seperti sistem pemungutan suara elektronik, bisa 
menjadi langkah maju yang signifikan. Namun, regulasi yang 
mengatur penggunaan teknologi ini harus jelas untuk 
menghindari potensi kecurangan dan menjaga kepercayaan 
publik. Dengan pendekatan yang komprehensif dan adaptif, 
penataan regulasi dapat membantu menciptakan sistem 
pemilihan yang lebih baik di Indonesia.  
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IV. Kesimpulan 

  
Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam penataan 

regulasi pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah sangat 

penting untuk mewujudkan proses demokrasi yang 

transparan, adil, akuntabel dan memanimalisir terjadinya 

manipolitik. KPU tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana 

pemilu, tetapi juga sebagai pengembang regulasi yang 

responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dinamika 

politik. Selain itu, KPU memiliki peran strategis dalam 

penataan regulasi pemilihan umum dan Pilkada. Upaya KPU 

dalam menyusun, mensosialisasikan, dan mengawasi regulasi 

sangat berpengaruh terhadap kualitas pemilu di Indonesia. 

Namun, tantangan yang dihadapi memerlukan perhatian 

lebih untuk memastikan bahwa regulasi yang ada dapat 

diimplementasikan secara efektif. 

 

SARAN 

Diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan 

partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu dan 

memperkuat independensi KPU. Selain itu, sosialisasi 

regulasi perlu diperluas untuk menjangkau berbagai lapisan 

masyarakat agar pemahaman tentang regulasi pemilu 

semakin meningkat. 
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